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PROSPEK PENDIRIAN LEMBAGA PENJAMIN
KREDIT UMKM DI DIY

Ardito Bhinadi
Rini Dwi Astuti

Abstract

Most of the perpetrators of SMEs is still facing difficulties in accessing
credit to financial institutions particularly banks. This study aims to analyze how
the problems and prospects for the establishment of credit guarantee institutions
for SMEs in DIY in order to improve access to credit to financial institutions

particularly banks. Issues examined include the legality, institutional, capital, and

human resources. Analysis of the outlook include potential market, an alternative
scheme of underwriting, credit guarantee service capacity, and business risk.

Keywords: SMEs, access to credit, credit guarantee institution

I Pendahuluan

Indonesia sebagai negara sedang berkembang mempunyai pasar kredit
mikro yang besar karena struktur pelaku usahanya didominasi oleh usaha mikro.
Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2006, jumlah usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 22.680.744 unit. Sebagian besar

merupakan unit usaha mikro, yaitu sebanyak 18.933.701 unit atau 83 persen

(BPS, 2007). Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar unit
la usaha mikro (82 persen) dengan jumlah unit usaha

usahanya juga memiliki ska
tu total jumlah UMKM di DIY berdasarkan

sebanyak 331.221 unit. Sementara i :
sensus ekonomi tahun 2006 sebanyak 402.496 unit (BPS, 2007). Besarnya jumlah

UMKM merupakan potensi penyaluran kredit, walaupun saat ini belum optimal.

Sebagian besar pelaku UMKM sampai saat ini masih menghadapi kesulitan
dalam mengakses kredit ke lembaga keuangan khususnya perbankan. Ada tiga
hambatan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengakses pendanaan bank, yaitu:
keterbatasan aset jaminan, tidak ada pihak yang menjamin kredit, dan kurangnya
pengetahuan mengenai sumber pendanaan (Bank Indonesia, 2011). Penyaluran
kredit ke UMKM, khususnya usaha mikro juga dipandang memiliki risiko tinggi.
Karakteristik pasar kredit mikro juga berpengaruh terhadap tingginya risiko
tersebut. Karakteristik pasar kredit mikro di negara-negara sedang berkembang
termasuk Indonesia adalah adanya ketidaksempurnaan informasi yang menyebabkan
tingginya risiko dan ketidakpastian. Para pelaku kredit mikro juga menghadapi
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masalah salah pilih nasabah (adverse selection) dan bahaya moral (moral hazqrd).
Salah pilih nasabah adalah kondisi ketika lembaga keuangan mikro (LKM) tidak
mengetahui karakteristik tertentu dari peminjam, sehingga bisa berdampak pada
kesalahan dalam memilih nasabah. Bahaya moral merupakan kondisi ketika
LKM menghadapi kondisi ketidakpastian penggunaan dana dan risiko usaha yang
diambil oleh peminjam. Karena permasalahan tersebut, maka kredit diberikan

akkan kontraknya dan

hanya ketika pemberi kredit memiliki alat untuk meneg
karakter peminjam. Kegagalan LKM dalam

pengetahuan pribadi mengenai
menyelesaikan masalah informasi asimetri (asymmetric information) dapat
berakibat meningkatnya kredit bermasalah (Akerloff, 1970; Arsyad, 2005: 36).
Besley (1994) mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri pasar kredit pedesaan.

Pertama, kelangkaan agunan. Kedua, kurang berkembangnya institusi pendukung.
Ketiga, risiko yang beragam (covariant risk) dan pasar yang tersegmentasi.
Ketiga faktor tersebut yang kemudian menyebabkan masih banyak UMK yang
belum terlayani oleh lembaga keuangan. Di berbagai negara, sulitnya akses UMK
mendapatkan layanan keuangan ini dipecahkan melalui sistem penjaminan kredit.
Sistem penjaminan kredit diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas UMK yang
berprospek baik namun mempunyai keterbatasan agunan (Bhinadi, 2010).

- Pemerintah melalui Inpres No. 6 Tahun 2007, menginstruksikan kepada
umlah institusi dan lembaga terkait, termasuk Pemda untukmelakukan penguatan

ersebut mengharuskan peningkatan peran
embangan

sej
permodalan bagi UMKM. Kebijakan t
Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Sarana Peng

Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Beberapa Daerah,
merespon kebijakan tersebut dengan cara mendirikan Lembaga Penjaminan
Kredit Daerah (LPKD) dan menyertakan permodalannya. Petunjuk terkait
df:ngan Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit telah
dlmmgkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 yang
kemudian direvisi dengan PMK No. 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan
Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.

Hasil survey yang dilakukan PPE UPN “Veteran” Yogyakarta bekerjasama
fiengan Bfmk Indonesia dan Pemprov DIY tahun 2011, mengemukakan pentingnya
intervensi pemerintah daerah dalam mendorong akses UMKM terhadap sumber
pendan'aan dari bank. Ada tiga jenis bentuk intervensi dari pemerintah daerah
yang dibutuhkan untuk mendorong akses pendanaan terhadap UMKM, yaitu: 1)
membentuk lembaga penjamin kredit daerah; 2) membentuk lembaga keuangan
negara yang n}emberikan pinjaman langsung bagi UMKM; 3) memperkenalkan
g;fg()gkmusm kzlflubsucili btt,mga. oleh pemerintah. Dengan demikian, kajian ini lebih

pada bagaimana permasalah irl
penjamin kredit bagi ngMKM dip DIY. B haipecepek ipesiss SEnRES
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II. .
Permasalahan Pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah
A.  Aspek Legalitas

it (;?:p;k legalitas pendi.rian LPKD menjadi diskusi yang paling ramai
B tih ar(li aspek-aspek lainnya. Di satu pihak, ada yang menyatakan bahwa
i aer.ah .dllarang ‘mendirikan lembaga penjamin kredit termasuk
mendoe;znan penjaminan kredit kepada UMKMK. Di lain pihak, ada yang justru
£ agar pemerintah daerah mendirikan 1 jami i
ol e ndirikan lembaga penjamin kredit daerah

Pihak yang kontra terhadap pendirian LPKD mendasarkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2005 yang mengatur tentang Pinlj?aman Daerah.
Berdasarl_(an PP No. 54 tahun 2005 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah
daerah dilarang memberikan jaminan atas pihak lain. Pasal tersebut dijadikan
argumen bahwa pemerintah daerah dilarang memberikan penjaminan kredit
U.MKMK dilembaga keuangan/bank. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah
dilarang pula mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah karena tujuannya
adalah memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK di dacrahnya.

Penegasan bahwa pemerintah daerah dilarang untuk memberikan penjaminan
daerah juga diungkapkan oleh Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum. Somi dalam
artikelnya berjudul “ Analisis Yuridis Pembentukan LPKD” mendasarkan larangan
tersebut pada PP No. 54 tahun 2005 pasal 4 ayat 1. Somi kemudian mengkaitkannya
dengan Inpres No. 6 Tahun 2007 yang menginstruksikan kepada sejumlah institusi
dan lembaga terkait, termasuk Pemda untuk melakukan penguatan permodalan
bagi UMKM. Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran Lembaga
Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Sarana Pengembangan Usaha
(SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Respon pemerintah daerah
yang menanggapinya dengan membentuk LPKD dianggap keliru karena akan
bertentangan dengan PP No. 54 tahun 2005. Menurut Somi, upaya peningkatan
peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2007 tetap dimungkinkan untuk dilakukan di Daerah. Tindakan
yang dilakukan misalnya dapat dilakukan melalui pendirian Lembaga Penjaminan
Kredit Daerah (LPKD) yang dilakukan secara langsung oleh pihak swasta dan
bukan oleh pemerintah daerah.

Di lain pihak, pihak yang pro mendasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan
Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Konsiderans di dalam PMK tersebut sama
sekali tidak mencantumkan PP No. 45 tahun 2005. Rujukan hukum yang dipakai
oleh Menkeu untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan perusahaan penjamin
kredit adalah: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3502); 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756); 6) Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; dan 7) Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Berdasarkan hal
tersebut, maka pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dengan demikian
diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkeu No.
222/PMK.010/2008. Sebagai contoh nyata adalah diberikannya ijin usaha pada
PT. JAMKRIDA JATIM untuk menjalankan usaha sebagai perusahaan penjamin
kredit di daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-471/
KM.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pemberian [jin Usaha Perusahaan
Penjaminan Kredit kepada PT. JAMKRIDA JATIM. Berarti dalam perspektif
pemerintah pusat sendiri, pemerintah daerah tidak dilarang mendirikan perusahaan
penjamin kredit daerah. Pendirian perusahaan penjamin kredit daerah tersebut
tidak bertentangan dengan PP No. 54 tahun 2005.

Atas desakan beberapa pihak, peraturan menteri keuangan direvisi untuk
memberikan peluang lebih besar bagi daecrah mendirikan Lembaga Penjamin
Kredit Daerah (LPKD). Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan baru Nomor 99/ PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan
Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Modal pendirian minimal
direvisi menjadi sekurang-kurangnya Rp 25 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa

~ pemerintah pusat ikut mendorong segera terwujudnya LPKD di berbagai daerah

untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK ke perbankan.

Pertimbangan lainnya mengacu pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan
keuangan Pemprov Jatim Tahun 2010. Opini WTP adalah penilaian laporan
keuangan terbaik. Hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 34.A/LHP/XVIIL.
JATIM/06/2011 tanggal 23 Juni 2011. Berdasarkan hal tersebut, maka penyisihan
sebagian aset Pemda untuk mendirikan LPKD tidak menjadi masalah. Legalitas
LPKD diakui oleh pemerintah pusat dan tidak dipermasalahkan dalam audit BPK.
Menteri Keuangan bahkan akhimya memberikan ijin menurunkan modal disetor
pendirian LPKD menjadi Rp 25 miliar dari sebelumnya Rp 50 miliar.
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B.  Aspek Kelembagaan

berkai]ts;lnt:iﬂ( badan hukum perusahaan penjamin kredit haruslah jelas karena

5 engan .s_tatus kekayaan, pengesahan pendirian dan pengurus yang

berwenang mewakili serta mengelola perusahaan penjamin kredit tersebut. Bentuk

acan huk‘.lm perusahaan penjamin kredit tidak terbatas pada bentuk perseroan

;:ir:s;as Saja, namun juga dimungkinkan ke dalam bentuk badan hukum yang
a.

Bentuk badan hukum perusahaan penjamin kredit berdasarkan Permenkeu
No. 222/PMK.010/2008 Pasal 12, dapat berupa: Perusahaan Umum; Perusahaan
Perseroan (Persero); Perusahaan Daerah; Perseroan Terbatas; atau Koperasi.
Mex‘lgacu pada Permenkeu ini, terdapat 5 (lima) bentuk badan hukum yang berlaku
bagi pembentukan perusahaan penjamin kredit. Masing-masing kelima bentuk
badan hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain yang
akan membedakan puia dalam pelaksanaan dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil analisis keuntungan dan kelemahan berbagai bentuk badan
hukum dan hasil survey, maka direkomendasikan PPKD di DIY adalah BUMD
dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Persero). Menjadi BUMD karena
sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah provinsi. Keunggulan LPKD
berbentuk PT adalah : '

1. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang
PPKD, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang
disetorkan.

Kelangsungan perusahaan (going concern) sebagai badan hukum lebih

> terjamin, sebab tidak tergantung kepada pemilik.

3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada ox"ang
lain.

4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas sumber-sumber

modal secara efisien.

5. Pengelolaannya bisa diserahkan pada manajemen yang profesional untuk
bertanggung jawab operasional perusahaan. Jika LPKD mempunyai manajer
tidak profesional, bisa digantikan dengan yang lebih profesional.

C. Aspek Permodalan

Di dalam Permenkeu No. 99/PMK.010/2011 Pasal 11 tercantum bahwa
jumlah modal disetor perusahaan .penjamin Mt l.lntuk lingkup provinsi
sebesar Rp 25 miliar. Modal pendirian tcx's?but lebih .rlngan-danpad.a sebelum
PMK direvisi. Persyaratan modal Rp 25 miliar dapat dxpefxuhl melal}n l.:)cbcrapa
alternatif. Alternatif pertama, ditanggung bersama pemerintah Provinsi dengan
pemerintah kabupaten dan kota di DIY. Altenatif kedua, modal berasal dar
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pemerintah Provinsi dan Kadin/Asosiasi pengusaha di DIY. Alternatif ketiga,
modal berasal dari Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di DIY,
serta Kadin/Asosiasi pengusaha di DIY. Alternatif keempat, seperti JAMKRIDA
JATIM modal berasal dari pemerintah Provinsi dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi DIY. Apapun alternatifnya, sctiap keterlibatan alokasi dana
dari APBD harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Komitmen DPRD untuk
turut mengembangkan UMKM di DIY melalui salah satu di antaranya pendirian
LPKD perlu diperkuat dan diwujudkan agar ketersediaan permodalan ini bisa

segera terselesaikan.

D. Aspek Sumberdaya Manusia

Bisnis Lembaga Penjamin Kredit Daerah merupakan hal yang baru di
Provinsi DIY. Ketersediaan SDM yang trampil dan berpengalaman sangat
terbatas. Keterbatasan ini bisa menghambat kelancaran operasional LPKD yang
terbentuk nantinya. Alternatif solusi untuk meminimumkan permasalahan ini
melalui pemilihan direksi dan staf pegawai yang sekurang-kurangnya memiliki
pengalaman di bidang perbankan dan keuangan. Calon direksi dan staf pegawai
dapat ditingkatkan pengetahuannya melalui studi banding ke JAMKRIDA yang
sudah berdiri dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bisnis LPKD.

IIL. Prospek Pendirian Lembaga Penjamin Kredit Daerah
Di Provinsi DIY

A. Potensi Permintaan Penjaminan Kredit di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

Permintaan kredit sektor UMKM di DIY masih cukup tinggi. Tingginya
permintaan kredit tersebut dapat diartikan sebagai besamya potensi pasar bagi
lembaga penjamin kredit. Tabel 1 menunjukkan perkembangan total jumlah kredit
yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY. Pada
bulan Desember 2009 jumlah baki debet mengalami pertumbuhan sebesar 2 (dua)
persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari sebesar Rp 5.210.734 juta
menjadi sebesar Rp 5.331.042 juta pada bulan Desember 2010. Jumlah baki debet
pada bulan Desember 2009 terserap kedalam 278.658 rekening dengan rata-rata
kredit per rekening sebesar Rp 19 juta.
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Tabel 1 Perkembangan Total Jumlah Kredit yang Disalurkan
Bank Umum dan BPR kepada Sektor UMKM di DIY
(dalam Rp juta)

No lndi!(ator Des-08 Des-09 Des-10 Jun-11
1]Baki Debet (Juta Rp) 5.210.734 | 5.331.042| 5.409.997 | 6.528.768
2|Pertumbuhan Kredit 2% 1% 21%
3]Jumlah Rekening UMKM (Satuan) 204.162 278.658 214.727 228.226
4|Rata-Rata Kredit per Rekening (Juta Rp) 26 19 25 29

* Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Sumber: Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, 2011.

Pada bulan Desember 2010, baki debet yang disalurkan Bank Umum dan
BPR kepada sektor UMKM di DIY kembali mengalami kenaikan yaitu dari Rp
5.331.042 juta menjadi sebesar Rp 5.409.997 juta pada bulan Desember 2010.
" Pertumbuhan kredit sebesar 1 (satu) persen dengan jumlah rekening sebanyak
214.727 rekening.

Sampai dengan semester pertama 2011, baki debet yang disalurkan oleh
Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY mencapai Rp 6.528.768
juta. Terjadi peningkatan sebesar 21 persen dibandingkan dengan Desember 2010.
Adapun jumlah rekening UMKM pada Juni 2011 sebanyak 228.226 unit.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) pada tahun 2006 terdapat sebanyak 402.496 UMKM di wilayah Provinsi

DIY. Dari jumlah tersebut belum semua UMKM telah menikmati fasilitas kredit -

dari perbankan. Jika dihitung berdasarkan rata-rata perkembangan total jumlah
kredit yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY,
maka diperoleh hasil rasio jumlah UMKM yang mendapatkan kredit adalah 57
persen. Sehingga sisanya sebesar 43 persen atau sebanyak 174.270 UMKM belum

mendapatkan kredit (Tabel 2).
Berdasarkan hasil survey, ada tiga hambatan terbesar yang dihadapi UMKM
dalam mengakses pendanaan perbankan, yaitu:

1) keterbatasan aset jaminan baik kuantitas maupun kualitas;
2) tidak ada pihak yang menjamin kredit;
3) kurangnya pengetahuan UMKM mengenai sumber pendanaan.
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Potensi penyaluran kredit dapat dihitung dengan mengalikan jumlah UMKM
yang belum mendapatkan kredit dengan rata-rata kredit yang disalurkan per
rekening UMKM. Sehingga berdasarkan perhitungan secara rata-rata di Provinsi
DIY masih terdapat potensi penyaluran kredit Bank Umum dan BPR kepada sektor
UMKM sebesar Rp 4,182 triliun.

Tabel 2 Potensi Penyaluran Kredit Bank Umum dan BPR
kepada Sektor UMKM di DIY

No Keterangan Jumlah

1[Jumlah UMKM di DIY (Satuan) 402.496
Jumléh UMKM yang Mendapatkan 228.226
Kredit (Satuan)*
Rasio Jumlah UMKM yang

. 57%

M endapatkan Kredit
Jumlah Rata-rata UMKM yang Belum 174.270
Mendapatkan Kredit (Satuan)

a Rasio Jumlah UMKM yang Belum 43%
Mendapatkan Kredit
Jumlah Rata-rata Kredit per Rekening 24
(Juta Rp)**

6|Potensi Penyaluran Kredit (Juta Rp) 4.182.480

Keterangan:

*Berdasarkan data per Juni 2011

**Dihitung berdasarkan rata-rata selama kuartal pertama 2011
Sumber: Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, data diolah.

B. Potensi Penawaran Penjaminan Kredit di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Saat ini sebenamya sudah ada beberapa lembaga penjamin kredit berskala
nasional di Indonesia yang jangkauannya juga mencakup ke berbagai dacrah
termasuk DIY. Sekurangnya ada dua lembaga penjamin kredit yang cukup besar,
yaitu Jamkrindo dan Askrindo.

1. Jamkrindo
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdiri
berdasarkan PP No 41 Tahun 2008 sebagai kelanjutan dari Perum Sarana
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